
MENTERIKEUANGAN 
REPUBUK !NDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR · 205/PMK.04/2020 

TENTANG 

PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANG 

MENGANDUNG ETIL ALKOHOL 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a bahwa ketentuan mengenai pencacahan clan potongan 

atas etil alkohol clan minuman yang menganclung etil 

alkohol telah cliatur clalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor. 115/PMK.04/2008 tentang Pencacahan clan 

Potongan atas Etil Alkohol clan Minun1an yang 

Menganclung Etil Alkohol; 

b. bal1.wa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan 

pengawasan barang kena cukai clan tertib aclministrasi 

keuangan negara, perlu mengatur kembali ketentuan 

clalam Peraturan Menteri . Keuangan. Non1or 

l 15/PMK.04/2008 tentang Pencacahan clan Potongan 

atas Etil Alkohol clan Minuman yang Menganclung Etil 

Alkohol; 

c. bal1wa berclasarkan pertilnbangan sebagai1nana climaksucl 

clalam huruf a clan huruf b, serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 20 ayat (3) clan Pasal 21 ayat (3) Unclang­

Unclang No1nor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

sebagailnana telah cliubah clengan Unclang-Unclang Non1or 

39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

www.jdih.kemenkeu.go.id



Mengingat 

Menetapkan 

- 2 -

Undang-Undan.g No1nor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, 

perlu n1enetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Pencacahan dan Potongan atas Etil Alkohol dan Minuman 

yang Mengandung Etil Alkohol; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tal1.un 1945; 

2. Undang-Undang. Namm~ 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu~ 1995 Namm~ 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang­

Undang Nomor 39 Tal1.un 2007 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tal1un 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Non1or 

105, Tambahan Le1nbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4755); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tan1bahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Non1or 4916); 

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tal1.un 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Le1nbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Namm~ 217 /PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Ke1ja Ken1enterian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nmnor 

1862) sebagain1ana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Non1or 

217 /PMK.01/2018 tentang Organisai dan Tata Ke1ja 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Non1or 1745); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENCACAHAN 

DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANG 

MENGANDUNG ETIL ALKOHOL. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pencacahan adalah kegiatan untuk mengetahui Jun1lah, 

jenis, mutu, dan· keadaan barang kena cukai. 

2. Potongan adalah keringanan yang diberikan kepada 

Pengusaha Pabrik atau Pengusal1.a Te1npat Penyimpanan 

atas kekurangan barang kena cukai yang didapat pada 

waktu Pencacahan. 

3. Pabrik Etil Alkohol atau Minu1nan yang Mengandung Etil 

Alkohol yang selanjutnya disebut Pabrik adalal1 ten1pat 

tertentu termasuk bangunan, halmnan, dan lapangan 

yang merupakan bagim1 daripadanya, yang dipergunakan 

untuk menghasilkan barang kena cukai berupa etil 

alkohol atau minuman yang n1engm1dung etil alkohol 

dan/ atau untuk mengen1as barm1g kena cukai berupa etil 

alkohol atau n1inun1an yang mengandung etil alkohol 

dalam kemasan untuk penjualan eceran. 

4. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan 

hukum yang mengusahakan Pabrik. 

5. Tempat Penyin1panm1 adalah ten1pat, bangunan, 

dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari 

Pabrik, yang dipergunakan untuk n1enyilnpan barang 

kena cukai berupa etil alkohol yang n1asih terutm1g cukai 

dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor. 

6. Pengusaha Ten1pat Penyimpanm1 adalah orang pribadi 

atau badan hukum yang mengusal1akm1 Te1npat 

Penyimpm1an. 

7. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

selanjutnya disebut Km1tor adalal1 Km1tor Pelayanm1 

Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dm1 

Pelaym1m1 Bea dan Cukai di lingkungm1 Direktorat 

Jenderal Bea clan Cukai. 

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dm1 

Cukai. 

9. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu 
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untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan 

per·aturan perundang-undangan di bidang cukai. 

10. Surat Tagihan adalah surat berupa ketetapan yang 

digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, 

kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, 

dan/ atau bunga. 

11. Kelonggaran adalah batas kekurangan setelah diberi 

Potongan atau batas kelebihan yang diperkenankan pada 

saat Pencacahan untuk menentukan ada tidaknya suatu 

pelanggaran. 

12. Buku Rekening Barang Kena Cukai adalah buku daftar 

yang berisi catatan tentang jumlah barang kena cukai 

tertentu yaitu etil alkohol dan minuman yang 1nengandung 

etil alkohol yang dibuat, dimasukkan, dikeluarkan serta 

Potongan, kekurangan, dan kelebihan basil Pencacahan 

dari suatu Pabrik atau Tempat Penyimpanan. 

Pasal 2 

(1) Pencacahan dilakukan terhadap: 

a. etil alkohol yang berada di dalam Pabrik atau Te1npat 

Penyilnpanan; atau 

b. minuman yang 1nengandung etil alkohol golongan A 

produksi dalain negeri yang berada di dalam Pabrik. 

yang sudah dalam ke1nasan penjualan eceran yang 

1nasih terutang cukai. 

(2) Pencacahan sebagai1nana dilnaksud pada ayat (1) 

dilaksa11akan: 

a. paling lambat ta11ggal 10 setiap triwulan yaitu pada 

bulan Januari, April, Juli, dan Oktober, untuk 

periode 3 (tiga) bulan sebehnnnya; 

b. setiap saat atas permintaan Pengusaha Pabrik atau 

Pengusaha Ten1pat Penyilnpanan; 

c. setiap saat apabila ada dugaan kuat terjadi 

pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang­

undangan di bidang cukai; atau 

d. sebelum da11 sesudal1 pen1uatan ke kapal untuk 

tujuan ekspor. 
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(3) Pejabat Bea dan Cukai melakukan Pencacaban 

berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor yang 

mengawasi Pab1ik atau Tempat Penyin1panan dengan 

disaksikan oleb Pengusaba Pabrik atau Pengusaba 

Tempat Penyimpanan. 

(4) Pengusaba Pabrik atau Pengusaha Te1npat Penyimpanan 

wajib menunjukkan semua etil alkobol atau minuman 

yang mengandung etil alkobol yang berada di dalam Pabrik 

atau Tempat Penyimpanar1 serta menyediakan tenaga dan 

peralatan untuk keperluan Pencacahan. 

Pasal 3 

(1) Atas basil Pencacahan yang dilakukan oleb Pejabat Bea 

dan Cukai dibuatkan berita acara basil Pencacaban sesuai 

dengan contob format tercantum dalain Lainpiran yai1g 

1neru pakan bagiai1 yang tidak terpisal1kan ctai~i Peraturai1 

Menteri ini. 

(2) Berita acara sebagain1ai1a dimaksud pada ayat (1) dibuat 

dalan1 rangkap 2 (dua) dan ditandatangai1i oleb Pejabat 

Bea dan Cukai serta Pengusal1a Pabrik atau Pengusaba 

Tempat Penyimpanan. 

(3) Lembar pertama berita acara disampaikai1 kepada Kepala 

Kantor yai1g mengawasi dan len1bar kedua berita acara 

disainpaikan kepada Pengusaba Pabrik atau Pengusaba 

Tempat Penyilnpanan. 

Pasal 4 

(1) Dalan1 bal jun1lab basil Pencacabai1 sebagaimana 

dilnaksud dalain Pasal 3 kedapatan samaatau lebib besai~ 

darijumlah yai1g tercai1tu1n dalan1 Buku Rekening Bai~ang 

Kena Cukai, Pengusaha Pabrik atau Pengusaba Te1npat 

Penyilnpai1an tidak diberikan Potongan. 

(2) Kelebiban etil alkobol dan minuman yang mengandung etil 

alkobol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

tern1asuk sebagai barang kena cukai selesai dibuat yang 

tidak diberitabukan dan diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan n1engenai Pencacal1an sebagain1ana diatur 
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dalam ketentuan peraturan perundang-undan.gan di 

bidang cukai. 

Pasal 5 

(1) Atas kelebihan jun1lah etil alkohol atau 1ninu1nan. yang 

mengandung etil alkohol sebagaimana dilnaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai 1nenghitung 

Kelonggaran. 

(2) Kelonggaran terhadap kelebihan jumlah etil alkohol atau 

minuman yang _1nengandung etil alkohol sebagahnana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak 1nelebihi 1 % (satu 

persen) dari jun1lah barang kena cukai yang seharusnya 

ada menurut Buku Rekening Barang Kena Cukai. 

(3) Dalam hal jumlah kelebihan etil alkohol atau 1ninuman 

yang mengandung etil alkohol sebagailnana dimaksud 

pada ayat (1)" 1nelebihi Kelonggaran sebagain1ana 

dimaksud pada ayat (2), terhadap jumlal1 kelebihannya 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda 

sebagai1nana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang cukai. 

Pasal 6 

(1) Dalam hal ju1nlah hasil Pencacahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 kedapatan lebih kecil dari jumlah 

yang tercantu1n dala1n Buku Rekening Barang Kena Cukai, 

Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyirr1panan 

diberikan Potongan dari jumlah barang ken.a cukai yang 

dihasilkan atau dilnasukkan sejak Pencac2.han terakhir, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. untuk Pengusaha Pabrik etil alkohol diberikan 

Potongan sebesar: 

1. 0, 5% (nol kon1a lima persen) dari ju1nlal1 etil 

alkohol yang ada pada . waktu Pencacahan 

terakhir; dan 

2. 0,5% (nol kon1a li1na persen) dari jun1lah etil 

alkohol yang dibuat dan dilnasukkan sejak 

Pencacal1ai1 terakhir; 
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b. untuk Pengusaha Te1npat Penyin1panan diberikan. 

Potongan sebesar: 

1. 0, 5% (nol kon1a lhna persen) dari ju1nlah etil 

alkohol yang ada pada waktu Pencacal1ai1 

terakhir; 

2. 0,5% (nol koma lima persen) dari ju1nlah etil 

alkohol yang dimasukkan sejak Pencacal1ai1 

terakhir; dan 

3. 1 % (satu persen) dari jun1lah selisih antai4 a 

jun1lah etil alkohol hasil Pencacahan sebelu1n 

dai1 sesudah pemuatan ke kapal. 

(2) Dalam menghitung besarnya Potongai1 sebagahnai1a 

dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga 

puluh) hari. 

Pasal 7 

(1) Dalam hal ju1nlah hasil Pencacahai1 sebagahnana 

dimaksud dalam Pasal 3 kedapatan lebih kecil dari-jun1lah 

yang tercantun1 dalain Buku Rekening Barang Kena Cukai, 

Pejabat Bea dan Cukai 1nenghitung Kelonggaran. 

(2) Kelonggaran terhadap hasil Pencacahan yang kedapatai1 

lebih kecil sebagaimana din1aksud pada ayat (1) diberikan 

paling tinggi 3 (tiga) kali Potongan. 

(3) Dalam hal hasil Pencacahan kedapatan lebih kecil 

sebagai1nana dimaksud pada ayat (1) melebihi 

Kelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas 

kekurangannya dikenakai1 sai1ksi administrasi berupa 

denda sebagain1ana diatur dalan1 ketentuan peraturan 

perundang-undangai1 di bidang cukai. 

Pasal 8 

( 1) Selisih kurang hasil Pencacahan etil alkohol 

diperhitungkan dengan Potongan sebagaimana di1naksud 

dalain Pasal 6 ayat (1) dan Kelonggaran sebagain1ai1a 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). 

Tt1 
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(2) Terhadap selisih kuran.g hasil PencacaJ1an minun1an yang 

1nengandung etil alkohol tidak diberikan Kelonggaran dan 

tidak diberikan Potongan. 

(3) Atas kekurangan hasil Pencacahan sebagai1nana 

dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pengusaha Pabrik 

atau Pengusaha Tempat Penyimpanan wajib 1nelunasi 

kekurangan hasil Pencacahan dan dikenakan denda 

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang cukai. 

(4) Atas selisih kurang hasil Pencacahan sebagaimana 

dilnaksud pada ayat ( 1) atau ayat (2), Pejabat Bea dan 

Cukai membuat penetapan dalam bentuk Surat Tagihan. 

(5) Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyin1panan 

harus 1nelunasi kekurangan cukai yang disebabkan ole~1. 

selisih kurang hasil Pencacahan sebagain1ana dimaksud 

pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari terhitung sejak tanggal Surat Tagihan diterin1a. 

Pasal 9 

(1) Hasil Pencacahan yang tercantum dalan1 berita acara 

sebagaimana din1aksud dalam Pasal 3 menjadi dasar bagi 

Pejabat Bea dan Cukai untuk 1nelakukan penutupan Buku 

Rekening Barang Kena Cukai. 

(2) Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Te1npat 

Penyilnpanan tidak bersedia untuk menandatangani 

berita acara sebagain1ana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 

Bea dan Cukai tetap 1nelakukan penutupan terhadap 

Buku Rekening Barang Kena Cukai berdasarkan berita 

acara yang ditandatangani secara sepihak oleh Pejabat 

Bea dan Cukai. 

Pasal 10 

(1) Pengusal1.a Pabrik atau Pengusaha Te1npat Penyimpanan 

dapat mengajukan keberatan atas Surat Tagihan 

sebagain1ana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada 

Direktur J enderal dalan1 waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Tagihan diterilna, 
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dengan menyerahkan jan1inan sebesar kekurangan cukai 

dan/atau sanksi adn1inistrasiberupa denda. 

(2) Apabila dalan1 waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terlewati da11 Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Ten1pat 

Penyil~panan tidak 1nengajukan keberatan, hak 

Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Te1npat Penyin1panan 

untuk mengajukan keberatan 1nenjadi gugur dan hasil 

penutupan Buku Rekening Barang Kena Cukai dianggap 

diteri1na. 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Keuangan No1nor l 15/PMK.04/2008 tentang 

Pencacahan dan Potongan atas Etil Alkohol dan Minu1nan. yang 

Mengandung Etil Alkohol, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 12 

Peraturan Menteri ini_1nulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

· pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

· dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 7 Desember 2020 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Desember 2020 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1557 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
Kepala Ba ·ea:;.::r,~~~ si Kementerian 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 205/PMK.04/2020 

TENTANG 

PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN 

MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL 

BERITA ACARA HASIL PENCACAHAN 
Nomor .... (1) .... 

BACK-5 

Pada hari ini .... (2) .... tanggal .... (3) .... bulan .... (4) .... tal1.un .... (5) .... Berdasarkan Surat 
Tugas Kepala Kantor .... (6) .... Nomor .... (7) .... tanggal .... (8) ... , kami: 
1 Nama/NIP ............... (9) ....................... .. 

Par1gl{at ............... (9) ....................... . 
Jabatai1 ............... (9) ....................... . 

2 Nama/NIP ............... (9) ....................... . 
Pangkat ............... (9) ....................... . 
JalJatai1 ............... (9) ....................... . 

telah melakukan Pencacahan terhadap barai1g kena cukai berupa etil alkohol dan/ a tau 
minuman yang mengai1dung etil alkohol*) di dalam Pabrik/Tempat Penyimpanan*): 
Nama Perusahaan ............... (10) ...................... . 

NPPBKC ............... (10) ...................... . 

Ala111at ............... ( 10) ...................... . 

Pencacahan dilakukai1 bersama-sama dengan Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat 
Penyimpanan yang bersangkutan dengai1 hasil Pencacahai1 sebagai berikut: 

Jenis Jml Isi per Merek Mutu/ 
Jml 

No. Satuan 
BKC Kemasai1 Kemasai1 Kemasai1 Kadar (liter) 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

(18) (18) 

Demikiai1 berita · acara ini dibuat dengah sebenarnya mengingat sumpal1 jabatan dai1 
ditandatangani bersama. 

Pengusaha/kuasanya, 

............. (22) ........... . 

. ...... (19) ....... , tai1ggal ......... (20) ......... . 

Y ai1g melal{ukai1 Pencacahai1, 
Pejabat Bea dan Cukai 

............. (21) ........... . 

NIP ....................... . 

.... ........ . (21) ........... . 

NIP ....................... . 
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA HASIL PENCACAHAN 

(1) diisi nomor berita acara. 
(2) diisi hari pe1nbuatan berita acara . 

. (3) diisi tanggal pe1nbuatan berita acara dengan huruf. 
(4) diisi bulan pembuatan berita acara dengan huruf. 
(5) diisi tahun pembuatan berita acara dengan huruf. 
(6) diisi nama Kantor yang mengawasi pelaksanaan Pencacahan. 
(7) diisi nomor surat tugas. 
(8) diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat tugas dengan huruf. 
(9) diisi nama/NIP, pangkat, dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang 

diberi tugas mencacah. 
(10) diisi nama perusahaan, NPPBKC, dan alamatjelas perusahaan. 
(11) diisi nomor urut. 
(12) diisi jenis barang kena cukai berupa etil alkohol atau 1ninu1nan 

yang mengandung etil alkohol. 
(13) diisi jumlah kemasan dari barang kena cukai berupa etil alkohol 

atau 1ninuman yang mengandung etil alkohol. 
(14) diisi jun1lah isi setiap kemasan barang kena cukai berupa etil 

alkohol atau minuman yang .mengandung etil alkohol. 
Contoh : 10 tangki EA, a tau 10 botol MMEA. 

(15) diisi merek dari ke1nasan barang kena cukai berupa etil alkohol 
(apabila ada merek EA) atau 1ninun1an yang mengandung etil 
alkohol. 

(16) diisi 111utu atau kadar dari barang kena cukai berupa etil alkohol 
atau minuman yang n1engandung etil alkohol. 

(17) diisi jumlal1 satuan dalam liter untuk barang kena cukai berupa etil 
alkohol atau minuman yang 111engandung etil alkohol. 

(18) diisi ju1nlah keseluruhan dari kemasan atau satuan liter. 
(19) cliisi lokasi dilakukannya pencacahan. 
(20) diisi tanggal diterbitkannya berita acara. 
(21) diisi tanda tangan, nama, dan NIP Pejabat Bea dan Cukai. 
(22) diisi tanda tangan dan nama Pengusal1a Pabrik/Pengusaha Tempat 

Penyilnpanan atau kuasanya. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
menterian 

SRI MULYANI INDRAWATI 
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